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ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum memerlukan pembangunanguna
mewujudkantujuan Negarayaitu mewujudkankesejahteraamakyat, termasuk
dalam hal pembangunarketenagakerjaanDi era globalisasi yang terjadi di
Indonesia ini, tidakdapat dihindari adanyapenggunaanTenagakKerja Asing
(TKA). Pemberia izin penggunaan TKA dimaksudkan agar dilaksanadecara
selektif dalam rangka pemberdayaarenagakerja secara optimal. Selanjutnya
untuk memberikanizin dalam mempekerjakan TKA, diperlukapengawasan
sesuai dengan peraturan perundangindangan yang berlaku, yaitBeraturan
PresidenNomor 20 Tahun 2018 tentanBenggunaanTenaga Kerja Asing.
Permasalahadalampenelitianini adalah pertama prosedurpenggunaarnenaga
kerjaasingmenurutPeraturarPresiderNomor 20 tahun 2018 tentapgnggunaan
tenagakerja asing Keduatinjauanhukum Islam terhadaprosedurpenggunaan
tenagakerja asing menurut PeraturanPresidenNomor 20 tahun 2018 tentang
penggunaatenagakerja asing Penelitianini bertujuanuntuk mengetahuuntuk
mengetahuitentang penggunaantenaga kerja asing sesuaidengan Peraturan
PresidenNo 20 tahun 2018 tentangnagakerja asing dan untuk mengetahui
tentangpenggunaarienagakerja asing sesuaidenganPeraturanPresidenNo 20
tahun2018 tentangenagakerjaasing di tinjaudari hukum IslamJenispenelitian
ini adalahJenispenelitianini menggunakampenelitianpustaka(library research),
dansifat penelitianini termasukpenelitianhukumyuridis normatf dandeskritif
anali ber data yang digunakadalahsumberbahanhu merdan

sekunderyanggﬂe mferensi,bukubuk i
elitianini. Berda E iti [ wa, pertama,
gunaanenagakerja asing menurutPeraturanPr nNomor 20
tahun 2018l ampasal 10 yang berbunsgetiap erja TKA yang
mengaginakan TKA harus memilikRencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(RPTKA) yang disa enteri a#yang]ﬂitq dan sedikitnya
memuat: alasan penggunad® TKpabat an/atau kedudukan TKA dalam
struktur organisasi perusahaan, jangka waktu penggunaan TKApetamjukan
tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerj&lemiua,
tinjauan hukum Islan terhadagprosedumpenggunaatenagakerja asingmenurut
PeraturanPresidenNomor 20 Tahun 201&idak bertentangardenganhukum
Islam, sebab iddalam siyasahdauliyah istilahmu s t ajdgadapatdigunakan
untuk orangprang Islam damhl al-dzimmiyang memasukiwilayahdar al-harb
denganmendapaizin danjaminankeamanardari pemerintahsetempat. Hal ini
diakui selamamerekahanyamenetapementara di tempsgrsebutdankembalike
dar al-lslamsebelumizinnyahabis. DalanPeraturarPresiderNo 20 Tahur2018
juga demikian, TKA yang masulke Indonesia harusnendapatizin terlebih
dahulu, apabil&innyahabisbiasdiperpanjan@taukembalike negaraasalnya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasanddul

Penelitian ini berjuduli Ti nj auan Huk u nenadga Kajan
Asing menurut Paturan PesdenNomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asiny Untuk menghindari kesalghhaman terhadap judul
penelitianini, maka peneliti akan menegaskan beberapa istidatu;

1. TinjauanHukum Islam
a. Tinjauanmenurut bahasa berasal dari kéitgau, yaitu berarti pandangan
atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah.
b. Hukum Islammenurut T.M HasbiAshshiddigiadalahkoleksi para ahli
m (fugoha)untuk etapkasyariatataskebutuh akat.
ang dimaksud Hal) atlan hukum lIsla Edangan
hukum Islamsesudah mempelajari dan menyelidilkatu masalah
2. TenagaKerjaAm Peratwm Nomor 20 Tahun 2018
a. TenagaKerja Asing selanjutnyadisingkat TKA adalahadalahwarga
Negara asing pemegang visa dengamaksud bekerja di wilayah
Indonesid’.
b. Peaturan Pesden Nomor 20 Tahun 201§aitu tentang Tenaga Kerja

Asing

! Departemen Pendidikan dan Kebudayaéamus Besar Bahasa IndonesBalai Pustaka,
Jakarta, 1990, h. 951

2 Hasby AshShiddqy,Falasafah Hukum Isla(Bulan Bintang, Jakarta, 1975), h. 44.

® Peraturan PresideéMomor20 Tahun 2018.Tentgrpenggnaan tenaga kerja asing Pasal 1

ter ha



Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja asing meRaraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2018ntang Tenaga Kerja Asingitu warga Negara asing
pemegang visdengarmaksudbekerja di wilayah Indonesia.

Berdasarkan penegasan judul diatas, maka yang dimaksud dengan judul
skripsi ini adalatpandangamukum Islam terhadapenggunaamvarga Negara
asing pemegang visalenganmaksudbekerja di wilayah Indonesimenurut

Peraturan Presiddomor 20 Tahun 201&ntang Tenaga Kerja Asing

B. Alasanmemilih Judul

Alasanmemilihjudul penelitianini adalahsebagaberikut

1. Objekif

Penulisingin menganalisigentangpenggunaarienagakerja asing di

donesia sesualenganPeraturan Presidddomor 20 Tahun 2048&ntang

gunaatenagakerjah. Ia“’sebabkarkarena ban

atau media sosial digital maupuetak te ppenggunaan

tenagekerjaasi wnggamnwrmaswakatsetempat.
2. Subjektif

a. Menuruthematpenulispermasalahami belumada yang membahasnya,

kKhususnya di FakultaSy ar i 6 ahUni ver sRademgan | sl am |
Lampung, selaintu sebagaisyaratpenulisdalammenyelesaikan strata

satu dan sesuaidenganbidang keilmuan yang penulisekuni sebagai

mahasisva FakultasS y a r JudusahHukum Tata Negara (Siyasah

Syar 6iyyah).



b. Tersedianya beibagai literatur yang memadai sehingga peneliti
berkeyakinanbahwa penelitian ini dapat diselesaikansesuai dengan
waktu yang di rencanakan.

C. Latar Belakang

HubunganNegaradan warga Negaraibarat ikan dan airnya. Keduanya
memiliki hubungantimbal balik yang sangatrat. Negara Indonesia sesuai
dengarkonstitusi, misalnyderkewajibaruntuk merjamin, melindungiseluruh
warga Negara Indonesiatanpa terkecuali* Secarajelas dalam amandemen
UUD 1945 Pasal 34, disebutkalmahwa fakir miskindan anakanakterlantar
dipeliharaolehnegara (ayat); Negara mengembangkaistem jaminarscsial
bagi seluruhrakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai @gan martabat kemanusian (ayat 2); Negara bertanggung
ja S penyediaan ﬂai pﬁnan kesehatan silitas layanan
umu layak (ayat 3).

Dalam Pasal 27 ayat 2 berbunyi:

Tiap-tiap warga negara Mak atas gerjaan dan penghiduparayakg

bagi kemanusiaah.
DalamPasal 28D ayat Berbunyi:

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kefja

4 A. Ubaidillah& Abdul RozakPendidikan Kewarganegaraan; Pancasila, Demokrasi, HAM,
dan Masyarakat Madar{Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 130.

® UUD NRI 1945 Pas&#4 Ayat 13

® UUD NRI 1945Pasal 28E Ayat 2

"UUD NRI 1945 Pasal 28E Ayat 2



Di negara ini, tidak ada larangan bagi setiap orang untuk bekerja, dari yang
ingin menjadi karyawan kantor/pabrik, guru, dokter, sampai jadi presiden pun
semua diperbolehkan. Dengan lapangan kerja yang terbatas, maka tentu saja
lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menampung banyaknya angkatan
kerja yang ingin mendapatkan pekenm. Maka, bukan tidak mungkin akan
terjadi pengangguran di man@ana. Padahal orang harus bekerja untuk bisa
hidup sejahtera lahir dan bafin

Di era globaisasi, Indonesia yang merupakagara besalengan potensi
Sumber Daya Alanyang memadai, ditambah SDM yabgnyak,Indonesia
berpotensi menjadi negara tujuan investasi. Tapi jika tidak, diikuti dengan
kemampuan dan mentalitas tenaga kerja lokal yang memadai, potensi itu
hilang. Bukan hanya produk yang idipor, tenaga kerja pun hes

m gkan dari neganﬂ. li Nenjadi bencan ak diantisipasi
9

sejak

Apa yang sekarang disebuiiGlobalisasd  p dagaanya bermula dari
awal abad k&0 M$ saat reﬁansportasi dan elektronika mulai
memperluas dan mempercepat perdagangan antar bangsa. Disamping
pertambahan dan percepatan lalu lintas barang dan jasa, berkembang pula
secara cepat gagasamodern seperti negara, konstitusi, nasionalisme,

kapitaisme, demokrasjuga industri dan perusahaan media ntésa.

8 Suroto, Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kéogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 1992), h. 21.

% Ibid, h. 22

19 Muhammad TholhahHasaRrospek Islan Dalam MenghadapiTantanganZzaman(Jakarta:
Lantabora Press, 2005), h. 212.



Kapitalis ialah hubungahubungan diantara para pemilik pribadi atas-alat
alat produksi yang bersifat ngumibadi (tanah, tambangjstalasi industry dan
sebagainya, yang secara keseluruhan disebut modal atau capital) dengan para
pekerja yang biarpun bebas namun tak punya modal, yang menjual jasa tenaga
kerjanya kepada para majikah.

Indonesia sebagai egara hukum memerlukarpemlangunan guna
mewujudkan tujuan egara yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat, termasuk
dalam hal pembangunan ketenagakerjaan. Menghadapi perkembangan dunia
dengan kecanggihan teknologi dan informasi berpengaruh pula di sektor
ekonomi di mana globalisagkonomi telah diprogramkan dalam agenda
pembangunan nasional dengan menciptakan lapangan kerja untuk
kesejahteraan rakyat dalam rencana perbaikan iklim ketenagakerjaan.

dari sedalardalﬂyi bﬁ pembangunan

a khonesia yang bertujuan untuk membang

a
oleh anusia Indonesia

seutuhnya dan kesejahteraan masyarakat seluruhnya diperlukan penataan
kembali berbaga%upan mwalam bidang sosial ekonomi
umumnya, khususnya di dalam hubungan perburttan.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, tenaga kerja juga meningkat.
Tingginya pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor utama

kelebihan tenaga kerja secara umum di tegabgah kehidupan masyarakat.

Penciptaan lapangan kerja adalah sasaran pokok ipemhedalam agenda

1 Dudley Dillard, Kapitalisme Dulu dan Sekamg, teri. M. Dawam RahardjqJakarta:
LP3ES,2009, h. 15.

2 Ramdlon NaningPerangkat Hukum Hubungan Perburuhan (Inda)rPancasila(Jakarta
Ghalia Indonesia2003) h. 183



meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun di sisi lain pemerintah juga tidak
dapat menutup mata, di mana situasi dan kondisi Indonesia masih belum dapat
menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari pencari‘kerja

Dalam era glob&asi yang terjadi di Indonesia ini, tidak dapat dihindari
adanya penggunaan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut TKA), pada
prinsipnya penggunaan TKA di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan
dalam 2 hal, yakni TKA yang membawa modal (sebagai inyeskan/atau
membawa skill dalam rangkeansfer of knowledgatautransfer of know how
Selain karena kedua hal tersebut maka pada hakekatnya tidak diperkenankan
menggunakan TKA dan harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja dari
Indonesia (Tenaga Kerja lodesia)"*
Globalisasi tidak hanya menyebabkan perputaran investasi dan informasi

pat saja, tetaWalekut kepada tenaga kerja.

Deras rus migrasi tenaga kerja pada dasarnya mer n resultan dari tiga
kondisi yang berbeddi ‘masingmasing negara Eaju, negara industri baru dan
negara miskin dan berke ng. KebeMasilan pembangunan ekonomi di negara

maju telah mendorong tingkat upah dan kondisi lingkungan kerja ke taraf yang

lebih baik lagi. Di negara industri baru, perceypapembangunan ekonomi
menyebabkan permintaan akan tenaga kerja yang berketrampilan harus
didatangkan dari negara maju, sedangkan untuk pekerjaan yang lebih

mementingkan otot datang dari negara miskin dan berkembang. Kehadiran para

13 G.Karta Sapoetratiukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancagiikarta Bina
Aksara,20049), h. 46

14 C. SumarprihatiningrumPenggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesiakarta HIPSMI,
2009, h. 57



tenaga kerja yang memakatot tidak hanya karena adanya pengiriman dari
negara asal melainkan juga karena ada permintaan dari negara yang dituju
karena permintaan akan selalu hadir jika ada weran, begitu juga
sebaliknya®

Negaranegara yang miskin dan berkembarkgsulitan mendapatkan
pekerjaan dan upah yang renlddhyang mendorong terjadinya migrasi tenaga
kerja. Tujuan penggunaan TKA tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan
tenaga kerja terampil dan professional dibidang tertentu yang belum dapat diisi
oleh Tenga Kerja Indonesia serta mempercepat proses pembangunan nasional
dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan tekonologi, serta
meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia
walaupun pada kenyataanya perusaf@@msahaan yey ada di Indonesia baik

haan perusahaﬁwt ﬁng ataupun s asional wajib

kan tenaga ahli bangsa Indonesia séhdiri.
Untuk menghindari‘penggunaan Tenaga kerja asing yang berlebihan, maka
pemerintah mengatur pehaaekerjaa ang dapat dijalankan oleh tenaga

kerja asing dengan pembatagmmbatasannya juga penyediaan kesempatan

kerja itu bagi Warga Negara Indonesia sen#ienyataan menunjukkan bahwa
tidak ada satu negarapun di dunia yang dapat miemskan diri dari
keterlibatan dagan negara lain. Karena antaegaranegara tersebuéerdapat

adanya suatu keterkaitan dalam melaksanakan kepentingan messimg.

15 1bid. h. 60
1% 1bid. h. 61.



Berdasarkan hal tersebut timbullah suatu hubungan yeatap dan terus
menerus antaraegaranegara yang beasgkutan’

Ada beberapa hal yang menjadi alasan penggunaan TKA yakni adanya
peraturan perundangndangan Republik Indonesia, kondisi pasar dalam
negeri, kebutuhamvestasi, kesepakatan interrmasl dalam liberalisasi kerja
pasar bebas. Kebijakggengguna TKA tidak boleh mengabaikan perlindungan
terhadap kesempatan kerja lokal sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UUD 1945
dan Pasal 28 D Amandemen UUD 1945.

DalamPasal 27 ayat (derbunyi:

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupgatayak

bagi manusia.

DalamPasal 28berbunyi:
tiap orang berh gakuan, jamina dungan, dan
kepastian hukum i&a perlakuan yan ma dihadapan

(2) Setiap orang -berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuafh layak dﬂgan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerintah.
Sementaragkerja/buruh dalam Pashhyat (3)UndangundangNomor13
Tahun 2003entang Ketenagakerjaaalalahsebagai berikut:

Pekerja/buruh adalalesap orang yang bekerja dengan menerima upah atau

imbalan dalam bentuk laffi.

¥ Narsif, Hukum Diplomatik KonsulegPadang, Universitas Andalas, 2007), h 1.
18 Undangundang No. 13 Tahun 2003 tentang KetenagakeRaaal 1 Ayat 3



Para pekerja yang bekerja di negara Indonesia selain warggugeli
terdapat orang asing daregara lain yang biasanya disg TKA. Sementara
yangdimaksudorang asing adalah tigf@p orangyangbukan warga Negara
Republik Indonesid’

Pemberian izin penggunaan TKA dimaksudkan agar dilaksanakan secara
selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja secara o@efahjutnya
untuk memberikan izin dalam mempekerjakan TKA, diperlukan pengawasan
sesuai dengan peraturan perundandangan yang berlaku, yaiReraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pengertian tentang izin kerja papansipnya adalah izin yang diberikan oleh
Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk kepada perusahaan tertentu
untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia dengan menerima upah
da tertentu. b I A

I am me mandang A k ang j lahg ane lbabkgna i hal
menempatkannya sebagai salah satu wujud ibadah, selama niatnya benar dan
prakteknya tidakmi atura ah. Islam memberi motivasi dan
rangsangan yang kuat kepada orang yang suka kerja dengan baik. Bukan hanya
keuntungan dunia etapi juga pahala ukhrawi. Islam sejak awal
pertumbuhannya, sudah membina | ingkunga
sebagai bagian dari perintah agatha.

Pandangan dan sikap Islam terhadap kerja apabila kita mengikuti nash

nash Qurdanurymadh mdapawi ysah, mladknad , p e mak a

19H.S.Syarif,PenggunarTenaga Kerja Asing di Indonesjaakarta, Sinar Grafik2003, h. 6.
20 Muhammad Thalhah Hasaislam& Masalah Sumber Daya Manus{dakarta: Lantabora
Pers, 2005), h. 244.



tidak hanya memberikan konotasi pada amal ibadah makhdloh, tetapi juga
amalamal yang berboboigtishodiyah (ekonomis) dan j t i médcially a h
seperti dalam surat Yasin ayat 34 yaitu mensyukuri nikmat niehadanya

upaya menjaga kelestarian nikmat ftu,
REY oy MWy ° BEYTLA bRERE ayipe Ba pdih@e

Artinya: Dan Kami jadikan padanya kebd®bun kurma dan anggur dan Kami
pancarkan padanya beberapa mata 9.S. Yasin(36): 34) %

Dalam surat atNahl ayat 93 yaitu memberikan isyarat tentang tanggung

jawab terhadap pekerjaan,

o8 e aafos A B ¢ Beig Bl Bk
b I A J Ed@e

u Allah menghendaki, niscaya

siapa yang dikehemdaki
dan memberi pé#njuk kep siapa yang dikeherdg&i dan

Artinya: enjadikan kamu satu

umat (saj i Allah men

Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu
kerjakan.(Q.S. AnNahl (16): 93)%°
Sementara dalam suratJ u mu 6ah ayat 10 menjel aska
ayat tersebut diatur dengan baik, antara kerja yang bersifat ritual seperti shalat

dan kerja yang bersifat ritual seperti shalat dan kerja yang bersifat komersial.

*!bid, h. 239.

2 Departemen Agama RAI-Qur 6 an dan (Semarang:G\aTohaPatra,1989),h.
710.

2% |bid. h.416.
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Artinya: Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa
yang ada di bumi. Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana(Q.S. alJ u mu (62 h0)?*

Dalam pandnganislam, umumnya para ulamsepakat, bahwa industri

(s h i n dad Eekerjaarpekerjaan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat luas,

hukumnya fardhu kifayah. Imam & h a z al i d a llhganWluimiddkdu ny a A
dal am jilid |1 meeamnaauk @rklkifayah atldbatsdmuaa y a n g
pengetahuan dan profesi yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan hidup di

dunia, seperti kedokteran,Hisa dasar i nd@stri dan pol it

Dan Ibnu Taimiyah dalam bukunyiAl-Hi s brméhngat akan: Al ebi

S ng peng;’ k| u! mam Syaf Sepértma m Ahm
Abu id AFGhazali, A araj, tonu”AtJauzi dan lain engatakan,

bahwa pertanian, pertekstilan, konstruksi-banguadifildéhah wa atnisajah
wa d-binayah aMuk farMem kemaslahatan hidup
manusia tidak mungkin sempurna tanpa adanya keahlian dan profesi
ters@buto.

Dengan dmikian, bahwal s| am memandang #AnAkerjao
luhur dan bahkan menempatkannya sebagkih satu wujud ibadah, sela
niatnya benar dan prakteknya tidak menyalahi aturan Aldam memberi

motivasi dan rangsangan yang kuat kepada orang yang suka kerja dengan baik,

241bid. h.933.

> Muhammad Thalhah Hasalslamdc&an Masal ah Sumbeh2dDaya Manusi a

26 |bid, h. 240.



bukan hanya dengan keuntungan dunia tetapi juga pahala ukhrowi, dan Islam
sejak awal pertumbuhannya, sudah membina lingkungan sosio kultural yang
fici pta kerjao sebagai bagian dari perin
D. Fokus Penelitian
Fokus penelitian yang akan di teliti adalah tinjauan hukum Islam terhadap
tenaga kerja asing menurBeraturan Presidedomor 20 tahun 2018 tentang
penggunaan tenaga kerja asisghingga tidak akan terjadi pembahasan yang
terlalu lebar dan meluas.
E. RumusanMasalah
1. Bagaimanaprosedur penggunaarntenagakerja asing menurut Peraturan
PresiderNomor 20 tahur2018?
2. Bagaimanatinjauan hukum Islam terhadajprosedurpenggunaartenaga

ingmenurutPeraﬁ Tﬂmor 20 tahun 2

F. Tujua elitian

Adapuntujuandankegunaarpenelitianini adalahsebagaberikut:
1. TujuanPenelitian . ‘

a. Untuk mengetahuitentang prosedur penggunaantenaga kerja asing

sesuaidenganPeraturan PresideMomor 20 tahun 2018 tentangnaga
kerjaasing.

b. Untuk mengetahuitentang prosedur penggunaantenaga kerja asing
sesuaidenganPeraturan PresideMomor 20 tahun 2018 tentangnaga

kerjaasing di tinjaudari tkum Islam.

27bid, h. 244.



G. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan
i nf or masi di Fakultas Syari 6ah dan
pemikiran yang positif serta memberikan kontribugukrilmu pengetahuan
hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang tenaga kerja
asing.

2. Secara prakstis penelitian ini dalam memberikan pengetahuan kepada
masyarakat tentang penggunaan tenaga kerja asing serta untuk memenuhi
syarat akademik.

H. Metode Penelitian

1. JenisdanSifat Penelitian

a. JenisPenelitian

enelitianini meﬂali“Researchy ai APenel i ti al

anakandengancara membaca, menelaah, d tatberbagai

literature atau bahanbacaan yang sesudenganbahanpokok bahasan,

kemudian disaring !hituangka‘alam kerangkapemikiran secara

hY

teor ti so

Dilihat dari sifatnya, penelitiami termasukpenelitanhukum Yuridis
Normatif. Adapun bentuk penelitian Yuridis Normatif adalahpenelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustake® Dan

Deskriti-Analitis, penelitian mi dengancara menganalisis data yang

28 Kartini Kartono.Pengantar Metodologi Research Sosi@andung: Mandar Maju. 1990), h.
78.

29 soerjmo Soekanto,Peneliti HukumNormatif Suatu Tinjauan Singk&akarta: Rajawali
Pers, 1985), h. 15.



diteliti dengan memaparkan datdata tersebut kemudian diperoleh
kesimpulart?
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakdalampenelitianini yakni sebagaberikut:

a. Sumber data primer yaitibbaharbahan hukum primer terdiri dari
perundangundangan, catatagatatan resmi atau risalah dalam
perundangindangardan putusarputusan hakini‘Sumber primer yang
digunakardalampenelitianini yaitu:
1) Al-quran dan Hadits
2) UndangundangDasarRepublik Indonesia tahun 1945
3) PeraturarPresiderNomor 20 Tahun 2018

b. Data kunder

mber tidak dﬂeil sﬁ langsung ant

endokumendan tahan hukum sekunder dipe

mencangkup

r referensi,
bukubuku, atau tulisatulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. MetodePengumpulan
Teknik pengumpulan data yang digunakdalam penelitianini adalah
teknik kepustakaany ai t u: i Kepustakdamn tyan@ dilaksanakan

den@n cara membaca, menelaah, damencatatberbagailiterature atau

30 Abdul Kadir MuhammadHukum dan penelitian hukurgBandung: citra Aditya Bakti,
2004, h. 126.

31 Susiadi AS Metodologi Penelitian(Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri
Raden Intan, 2013), h 75.



bahanbacaan yang sesudenganpokok bahasan, kemudiadisaring dan
dituangdalamkerangkapemikiransecaraeoritisy *
4. MetodePengolahan Data
Setelah smber (literature) mengenaidata dikumpulkanberdasarkan

sumber diatas, ma# langkah selanjutnyaadalah pengelohan data yang

diprosessesuadengarlangkahlangkahsebagaberikut:

a. Pemeriksaan datéediting) yaitu memeriksaulang, kesesuaiadengan
permasalahan yang akditeliti seelah data tersebterkumpul.

b. Penandaan datécoding) yaitu membercatatan data yang dinyatakan
jenis dan sumber data baik yang bersumigiri alg u r daa hadits,
ataubukubuku literature lainnygang relavamlengamenelitian.

c. Sistematika data yaitinerupakan data menurkerangkasistematika

salerdasarkanr ﬂmls“
5 A Data
Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analeiatif
dengan pendekatan Ikir sec@alah caraberfikir yang
berpangkalan kaidakaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik

untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat kHisus

32 Suharsimi Arikunto.Prosedur Penelitian Sesuatu Pendekatan Prakfisikarta: Rineka
Cipta. 1998), h. 114.

33 Amiruddin dan Zainal AbidinPengatar Metode Penelitian Hukui@akarta: Balai Pustaka,
2009, h. 107

3¢ Sugiyono Memahami Pengertian KualitatifBandung: Alfabet, 2009), h. 92
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LANDASAN TEORI

A. KonsepHubungan Internasional dalamislam
1. SejarahHubungan Internasional dalamIslam
Keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai
bangsa di dunia ini telah ada sebelum ajdstamm datang. Keinginan ini
terwujudkan dalam berbagai perjanjian antar negara serta adat kebiasaan.
Keduanya, yaitu perjanjian dan adat kebiasaan internasional, menjadi dua
sumber terpenting dalam hubungan damai antara negara masa itu.
Walaupun demikian, gejala hubungan antara reegaing sering terjadi
pada saat itu lebih banyak ditandai oleh peperangan. Perang menjadi

am olah raga nn' “ssukku bangsa

ke n demikian, perang menjadi dasar hubun
Setiap negara yang ada selalu ditinintuk senantiasa mempersiapkan diri
untuk berperang, babdengan ga mempersenjatai pasukan ataupun

membangun benteng perlindungan dari serangan nitisuh.

i antara mereka.

Di antara berbagai peradaban yang ada di dunia ini dapat dipastikan
bahwa peradaban yang dahulu akan memberikan pengaruh kepada
peradaban yamg datang kemudian. Dengan demikian, maka kebudayaan
Islam memberikan pengaruh kepada kebudayaan barat yang datang

kemudian. Selain sentuhagentuhan budaypada waktu damai, terutama

% H. A. Djazuli, Figh Syasah Implemntasi Kemaslahatan hmat dalam Rambrambu
Sy ar (Dakaatdn Prenada Media, 2005), h. -1&P.



dengan melalui perguanperguruanislam masa itu, seperti sentuhan
budaya antaréslam dan Barat pada waktu perang, yaitu pada esafib.
Islam pada waktu perang memperkeralk perilakuperilaku dan
keperwiraan muslim di dalam perang, baik terhadap musuh, terhadap
tawananperang dan prinsiprinsip serta tata cara dan etika perang dalam
Islam>®
2. Pengertian dan Ruang LingkupSiyasah dauliyah

lImu hubungan internasional dalam kajian poliskam dikenal dengan
istilah siyasah dauliyahlstilah ini berkembang sejaklam menjadi pusat
kekuasaan dunia. Penyusunan Konstitusi Madinah dan pembuatan
perjanjian perdamaian antara pemerintahan Madinah dan kekuasaan
kekuasaan lain di luar Madinah merupakan babak awal adanya praktik dan

siyasah dauliyzﬂa. Nengirhan surat

n oleh Nabi Muhammad SAW melalui para p snya merupakan

titik awal konsepsiyasah dauliyafi’
Istilah siyasah da’ahmerup!n rangkaian dari dua kata yang

memiliki makna masingnasing. Makna katsiyasahadalah mengatur objek

tertentu untuk tujuan. Agbun kata dauliyah memiliki ragam makna, di
antaranya hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan.
Dari ragam makna kata dauliyah, makna yang relevan dengan kajian limu

hubungan internasiondslam adalah hubungan antar negara. Oleh karena

% bid, h. 184185.
%7 lja SuntanaPenganar Mata Kuliah Siyasah dauliyaiBandung: FakultaSy ar i 6ah dan
Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2003), h. 3.



itu, siyasah dauliyatadalah ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara
untuk mengatur hubungan dengan negara lain (antar négara).

Sementara menurut Suyuthi Pulungan dalam bukusiga siyasah
Ajaran Sejarah dan Pemikiran, menjelaskan bahwa dauliyah bermakna
tentang daulat, kerajaarwewenang, serta kekuasaan. Sedangigasah
dauliyahbermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara
dalam hal hubungan internasional, masalah teritaradionalitas, ekstradisi
tahanan, pengasingan tawanan politik, dan pengusiran warga negar4 asing.

Arti dari ruang lingkup di sini adalah terb@ma yang menjadi kajian
siyasah dauliyahBeberapa tema yang dikaji dalamgasah dauliyatadalah
sebagai berikut:

a. Perjanjian Internasional

akuan terhadap ﬁn' A

ajiban dan Hak suatu negara terhadap negara
d. Aturan peperangan
e. Ekstradisi . ‘

f. Pemberian suaka politik dan keamanan

g. Penentuan situasi damai atau perang (penentuan sifat danasatf).*

38 |hi
Ibid, h. 4.
39 Suyuthi Pulungarfigh siyasahAjaran Sejarah dan Pemikirafiakarta: Grafindo Persada,
2002), h. 41.
“lja SuntanaPengantar Mata KulialSiyasah dauliyalé ., h. 15.



3. Azasazas Hubungan Internasionalslam
Dasardasar yang dijadikan landasan para ulama di dagmasah
dauliyah dan dijadikan ukuran apakasiyasah dauliyahberjalan sesuai
dengan semangitlamatau tidak, yaitu sebagai berikit:
a. Kesatuan Umat Manusia
Meskipun manusia ini berbeda suku berbardgmagsa, berbeda
warna kulit, berbeda tanah air bahkan berbeda agama, akan tetapi
merupakan satu kesatuan manusia karena-sama makhluk Allah,
sama bertempat tinggal di muka bumi ini, sesama mengharapkan
kehidupan yang berbahagia, damai, dan sasama dari Nabi Adam.
Dengan demikian, maka perbedgmrbedaan di antara manusia harus
disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan
ingmasing dan rﬂ 'k«ngan masimasing:
[-Qurdan mengi syaratk tentang k e
antaranya AIIah SWT  berfirman dalam suratBaharah ayat 213,

sebagai benkut

AR OB € G 1B 2588 LY (76 e SEK/E 38 ofi
¥ v 8980 3 Bl 88 B A WHelH KEE (Doy & £ ReBAP(B
E 8+ §96 (EpH Feif v tEsBOpaNy IBEH | BMORTBY) 1

“1bid. h. 15

2 H. A. Djazuli, Figh siyasah Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rafrdmbu
Sy aré .thalB7.
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Artinya: Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul
perselisihan), Maka Allah mengutus para nabi, sebagai
pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka
Kitab yang benar, untuk memberi Keputusan di antara
manusia tentang perkara yang mereka pesdgfian. tidaklah
berselisin tentang Kitab itu melainkan orang yang Telah
didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada
mereka keterangaketerangan yang nyata, Karena dengki
antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang
orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang
mereka perselisinkann itu dengan kehenbigia. dan Allah
selalu memberi petunjuk orang yang dikehenddka kepada
jalan yang lurus(Q.S. alBagarah(2): 213)*

b. Al-Adalah (Keadilan)

Di dalamsiyasahdauliyahhidup berdampingan dengan damai baru
aksana apabila didasarikan _kepada keadilan bai tara manusia
aupun diantara AJ V'A bahkan peran terjadi karena

ak adil. Oleh karena itu

ihak merasa diperlakukan sec
ajaran Islam~ penean baik terhadap diri sendiri,
keluarga, tetangga, baik terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak
adil** Allah berfirman dalam surat -Maidah ayat 8, yaitu sebagai

berikut:

“3Departemen Agama RA-Qur 6 an dan (Seeardng M\A Mahg Rutra, 1989), h.
128.

* H. A. Djazuli, Figh siyasah Implemntasi Kemaslahatan Ummedalam Rambtrambu
Syar i talB9. é.
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Artinya: Hai orangorang yang beriman hendaklah kamu jadi orang
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah,
menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk
berlaku tidak adil. berlaku adillalKarena adil itu lebih dekat
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjak@@.S. at
Maidah(5): 8).%°

Adil adalah tujuan dari negatslam, adil adalah menegakan agama
dan mewujudkan kemaslaha rakyat dan sebagai bukti sebhiéik
umat. Di antara hal yang perlu disebutkan adalah bahwa tujuan dalam
istem pemerintaharislam dan perwujudannya mer an syarat

gaknya pemerintahnl ﬂalam istilah filsgila

il jugamerupakan syarat keberlangsu

emerintahan dalam

sebuah new dalam |Wm yaitu syarat abadf.

c. Al-Muyawah (Persamaan)

Asas persamaan menekankan bahwa setiap bangsa di dunia harus
menempatkan bangsa lain sebagai pemilik derajad yang sama. Hubungan
antarbangsa tidak diperkenankan sedikitpun mempertimbangkan asal
usul, ras, agama, bahasa dan status sosial dalam menentdkan ha

membangun hubungan internasional. Isi kesepakatan hubungan atau

“SDepartemen Agama RA-Qur 6 an dan éT&rR98emahnya
“% Farid Abdul Khalig,Fikih Politik Islam (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008) 210.



kerja sama harus menempatkan setiap bangsa dalam posisajaéd
dalam hak dan kewajibdh Allah berfirman dalam surat-#lujarat ayat

13, yaitu sebagai berikut:
@HRq §p& BEWEY | AV 86 "B /atky 9 XS 48
seesty 8 O'ug) 3EPEOVE B HBA £4) HIHD

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari
seorang lakiaki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa bangsa dan bersuksuku supaya kamu
saling kenalmengenal. Sesungguhnya orang yang paling
mulia diantara kamu disisi Allah ialah ang yang paling
tagwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
lagi Maha Mengenal(Q.S. atHujarat(49): 13)*®

d. Karomah Insaniyah(Kehormatan Manusia)

Asas kehormatan manusia menghendaki agar satu bangsa tidak

endahkan bangsa"ainnyaza& kehormatan menol

l. Auh manusia terh

yang harus dipegang

adap klaim
erior dan inferio t secara fitrah.

Asas matan _manusia merupakan la

dalam huwasionaw ayat Algur 6an yang

menerangkanya yaitu sebagai berikut :

MUkESE B Nblity & 7aR) i588° eBpEm o PR SBE 839
diccw'a é8dby ©ABS2 4 BpuB.

Artinya: Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan aaafik Adam,

kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], kami beri
mereka rezki dari yang baiiaik dan kami lebihkan mereka

“7lja SuntanaPengantar Mata KulialSiyasah dauliyaié . h. 16.

“8Departemen Agama RA-Qur 6 an dan éT&me8e mahnya

“9 lja Suntana,Politik Hubungan Internasional IslanSiyasah dauliyaBandung: Pustaka
Setia, 2015)h. 17.



dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk
yang Telah kami ciptakaf®@.S.al-l s y(17)a70))>°

e. Tasamuh(Toleransi)

Dasar ini tidak mengandung arti harus menyerah kepada kejahatan
atau memberi peluang kepada kejahatan. Allah mewajibkan menolak
permusuhan dengan yang lebih baik akan menimbulkan persahabatan
bila dilakukan pada tempatnya setidaknya akan menetrafighdapun
ayatAlqur 6an yang menerangkanya yaitu se
y i + VBl B 8] T NS CEEBINA By | oY Bt pE@ |

a0y 7w URx to@a UHq

Artinya: Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah

(kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka -iitxa
orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah

olah Telah menjadi teman yang sangat s Fushilat
S 11,

f. ama Kemanusiaan

Kerjasam manusiaan ini adaliHealisasi dari dklsar yang
telah dikemukakan tas, kerj@®Sama disini adalah kerjasama disetiap

wilayah dan lingkungan kemanusia&rjasama ini diperlukan karena

adanya saling ketergantungan baik antara individu maupun antar Negara
dunia ini. Kerja sama merupakan hal yang menguntungkan dalam
suasana baik dan untuk kebaikan bersama. Bukan untuk bermusuhan.

Allah akan membekian kekuatan pada orang yang mau menolmadp

0 Departemen Agama RA-Qur 6 an dan Té&Mldemahnya é.,

®l H. A. Djazuli, Figh siyasah Implemntasi Kemaslahatan Ummaalam Rambtrambu
Syari thalb4 é. ,

*2Departemen Agama RA-Qur 6an dan Tér7jdemahnya é.



sesama manusia dimana s&jabi Muhammad saw emgajarkan dalam
hubungan sesamenanusa harus terjadiadanya ukhuwah insaniyah,
kesadaran akan perlunya kerjasama dan tolong menolong dalam segala
bentuk dan cara yang di sepakati yang baik, akan mangkan nafsu
permusuhan, dan saling berebut hidup. Kehidupan individu dan antar
bangsa akan harmonis apabila di dasarkan pada kerjasama bukan pada
saling menghancurkan yasgtu dengan yang laif.

Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemeridiiagnarkan
dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum,
peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan
tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai
hukumlslam, atau paling tidak sebagai huky@nglslami, yang bersifat

ikat dan wajib ﬁul wm jika terpenu

ikut>*

sebagai

1) Ditetapkan melalui musyawaraid syawirhum bi abmri)

2) Tidak memperb dan me rsulit unmatfy atharaj)

3) Menutup akibat negatis@dal-d z ar i 6 a h)

4) Mewujudkan kemaslahatan umujal al-mashalih alammah)

5) Tidak bertentangan dengan jiwa dan semanga 6 h ) at h o i

3 H. A. Djazuli, Figh siyasah Implemntasi Kemaslahatan Ummdalam Rambuambu
Syar i talk6. é . ,

> Mohammad Rusfi, AL6 A D A L Naliditas Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum,
Vol. XIl, No 1 Juni 2014, h. 67, (Glnine), tersedia di:
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalaf® Mei 2019)




g. Kebebasan, kemerdekaanAl-huriyah
Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari

pengaruh hawa nafsgerta mengendalikannya di bawah bimbingan
keimanan dan akal sehat. Dengan demikian kebebasan bukanlah mutlak,
akan tetapi kebebasan yang bertangung jawab terhadap Allah, terhadap
keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi, kebebasan
ini bisadi rincikan lebih jau seperti ini :
1) Kebebasan berpikir.
2) Kebebasan beragama.
3) Kebebasan menyatakan pendapat.
4) Kebebasan menuntut ilmu.
5) Kebebasan memiliki hart3.

aku moral yangh I A

erilaku yang baik merupakan dasar moral di d hubungan antara

manusia, ast umat dan antarbangsa di-dunia, selain itu psip ini pun
di terapakamakhluk Ma bumi, termasuk flora dan
fauna, alam nabatian alam hewani, budi baik ini tercermin antara lain di
dalam kasih sayarj.

Sepertiyang telah dikemukakan bahwa salah satu sumber hubungan
internasional itu adalah perjanjian antarbang&pabila perjanjian yang
telah di sahkan dan di buat kemudian tidak di tepati, maka kepercayaan

akan hilang. Dan apabila sudah terjadi krisis kepesrayamaka

%5 [ja SuntanaPolitik Hubungan Internasional Islam (Siyasah dauliyah h. 197198.
*%bid, h. 199.



malapetakalah yang akan muncul. Inilah dakesarsiyasahdi dalam

hubungan internasional atasiyasah dauliyah dasadasar tersebut

semuanya mengacu kepada manusia sebagai satu kesatuan umat manusia,

atau dengan kata lain dashasar tersebut atam rangkahifdzu at

Ummahdalam ruang lingkupnya yang paling luas yaitu seluruh manusia

yang di ikat oleh rasa ukhwah insaniyah di samping umat dalam arti

komunitas adalah keluarga sakinah.

B. Pembagian Kewarganegaraan dalanfrigh siyasah

Islam adaldn agama yang mementingkan kemaslahatan dan kebahagian
manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ajarannya tetap aktual bagi manusia
di segala zaman dan tempdslam tidak hanya merupakan rahmat bagi
manusia, tetapi juga bagi alam semes$stam memperlakukan secara adil

bedbedakan kﬂslawna kulit, dan ag

prinsipini, makaslam membuat berbagai ketentuan yan

ta . Berdasarkan

gatur hubungan
antarmanusia, baik_sesama._Muslim sendiri_maupun-Musliim. Dengan
berlandaskan @@ agama g diyakinW8eseorang, mempertimbangkan negara

yang menjadi tempat tinggalnya dan ada atau tidaknya ikatan perjanjian dengan
pemerintaiislam, para ulama figh membagi kewarganegaraan seorang Muslim

dan noAaMuslim. Orang norMuslim terdiri darial-d z i mmi mhans t a 6 mi n

harbiyun. Pendudukdar al-Islam terdiri dari Muslim, ahl aldzimmi dan

57 1bid, h. 200.



mu s t a Gedangkan pendudukliar alharb terdiri dari Muslim dan

harbiyun>®

1. Muslim

Istilah Muslim merupakan namaang diberikan bagi orang yang

menganut agaméslam Seorang Muslim meyakini dengan sepenuh hati
kebenaran agamdslam dal am aki dah, syari 6ah da
aturannya. Di samping itu, ia menentang segala bentuk penyimpangan yang
dapat mengubah iderdi seseorang dari Muslim. Kata Muslim berasal dari
bahasa Arab, yang berarti Aorang yang
fislamd yang ber ar t¥ Gelremuglienl sandig takgsung.
diberikan Allah kepada manusia, sebagaimana dalam suiritjjehya 78,

aitu sebagai berikut:

@86 BeH £ pBRaDy p¢
iyt e v o PP DR S 160 App B

HiccGA FROER) 2y SSKEN EASRNC U0 BDB GE) xS

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang

sebenatbenarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali

tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah

menamai kamu sekalian argorang muslim dari dahulu[993],

dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi

saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas

segenap manusia, Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah

® Muhammad Igbal, Figh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politikislam (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014). h. 269.
%9 |ja SuntanaPolitik Hubungan Internasional Islam (Siyasah dauligah h. 13



zakat dan berpeganglah kamu pada tali ahAll dia adalah

Pelindungmu, Maka dialah sebdiaik pelindung dan sebaik

baik penolong(Q. S. AkHajj (22): 78)°

Berdasarkan tempat menetapnya, muslim dapat dibedakan antara satu

dengan yang lainPertama, mereka yang menetap diar akIslam dan
mempunyai komitmen yang kuat untuk mempertahanétan al-Islam
Termasuk ke dalam kelompok ini adalah oraistam yang menetap
sementara waktu dilar allslam sebagaimu s t adamtetap komitmen
kepadalslam serta mengakui pemerintahaslam Kedua, muslim yang
menetap ddar al-harb dan tidak berkeinginan hijrah kkar al-Islam Status
mer ek a, menur ut Il mam Mal i k, Syafi 0i

lainnya didar aklslam Harta benda dan jiwa mereka tetap terpelihara.

Namun menurut Abu Hanifah, meka berstatus sebagai penduduk

n, karena ber i ara yang tida
uensinya, harta benda dan jiwa mereka tidak t
2. Ahl al-Dzimmi
Secara etmmi bermegara néviuslim yang
menjadi warga negara di negdsdlam, tunduk dan patuh terhadap aturan
Islam Secara istilahdzimmiadalah sekelompok orang nfuslim yang
hidup (bertempat tinggal) di wilayah yang berada di bawah kekuasaan
muslim. M&nadzimmiberbeda dengamarbi. Jika istilahharbi yakni orang
norrmuslim yang menentang dan memusistam Menurut Sayyid Sabiq,

dzimmijuga berbeda dengan kaumuahad. Muahadadalah warga nen

€ Departemen Agama RA-Qur 6 ae d p @ ma h.r6g3a é .
®1 Muhammad IgbalFigh siyasahKontekstualisasi Doktrin Politik Islaré . h. 271.



muslim yang mengadakan perjanjian dengan otslagn, baik gerjanjian itu
berisi memohon jaminan keamanan dari ordstam atau perjanjian
gencatan senjata yang ditetapkan oleh pengsésa maupun berdasarkan
kontrak fidyah. Jika ditinjau dari kondisi ini maka perbedaan agama di
Indonesia dapat dikategorikan njeii kaum dzimmi(warga normuslim)
yang harus dilindungi dan saling menghargai menuju kehidupan yang aman
dan damaf?

Sementara menurut Muhammad Igbal dalam bukunya berjeidyn
siyasah kataahl al-dzimmiatauahl al-dzimmahmerupakan bentutarkib
idhafi (kata majemuk) yang masingasing katanya berdiri sendiri. Kata
fia h | secara bahasa, berarti keluarga atau sahabat. Adapun Kkata
fid z i mmi / dberartnjang, faminan, atau keamanan. Dalam pandangan

ali,ahl aI-dzimmﬂal’teNrkitab yang tela

, lakiaki, mampu berperang, dan membayar ji

, berakal,

.lbrbialz adi |
al-Maliki memberikan definisi yang hampir sama dengalahzali bahwa
al-dzimmi adalmfir yangerﬁl«a,baligh, Jaki, menganut
agama yang bukarslam mampu membayajizyah dan tidak gila. Al
6Ungari mempertegas pendapahwaahtia- at as d
dzimmi adalah orang nemuslim yang menetap diar allslam dengan
membayaiizyah®®

Menurut H. A Djazuli dalam buku FigihSiyasalmya, jizyah

dikatakan sebagai iuran negara yang diwajibkan atas orang-latdhal

62 M. Alifudin Ikhsan Figh Ham dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi di
IndonesiaJIPPK, Vol. I, No 1. Junih. 36.
83 Muhammad IgbalFigh siyasahKontekstt a | i sasi Dokt rh 27272l iti k 1sl a



setiap satu tahun sekali, sebagai imbangan membela dan melindungi
mereka.Jizyah diistilahkan juga dengan pajak kepala bagi sermotang
laki-laki nortmuslim, merdeka, balig, berakal, sehat, dan kBatiangkan
jizyahdalam ilmu figh berarti pajak kepala atau pajak perseorangan
yang dikeluarkan terhadap oramgng normmuslim @hl al zimmabh
tertentu yag telah mengikat perjanjian dengan pemerintah. Dengan kata
lain, jizyahmerupakan pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah
islam dari orang lakiaki nonrmuslim, merdeka, balig, berakal, sehat, dan
kuat, sebagai imbangan bagi keamanannainieka®*

Pemerintahlslam boleh melakukan perjanjian akattimmahdengan
nonmuslim yang ingin menetap dar al-Islam Namun dalam menentukan
nonmuslim mana yang termasu&hl aldzimmahini, ulama berbeda

at. Menurut kesﬂatl’u N,al—dzimmahad eka yang

ter k ke dalam kategoahl al-kitab, yaitu YahudigNashrani, dan
Majusi. Penganut agama ini dapat diterima untuk mengadakan perjanjian
dengan peme@enganutﬁlompokkan kepaala at
kitab lainnya, meskipun kemudian mereka tinggalkan. Jadi pada prinsipnya
penganut Majusi bukaahl al-kitab. Kewajiban jizyah yang dibebankan
kepada mereka adalah berdasarkan praktik Nabi SAW.

Konsep ahl aldzimmah merupakan cikal bakal munculnya konsep

penomordaan terhadap neMuslim. Ahl al-dzimmahadalah komunitas

nornrmuslim yang melakukan kesepakatan untuk hidup di bawah tanggung

 H. A. Djazuli, Figh siyasah Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rasdmbu
Sy ar é .6has0.
% Ibid, h. 272.



jawab dan jaminan kaum muslimin. Mereka mendapatkan perlindungan dan
keamanan serta mendapatkan hak hidup dan bertempat tinggaigdih
mayoritas muslim. Dalam kitab figh klasilkahl al-dzimmabh dituntut
melaksanakan kewajiban, tetapi tidak mendapatkan hak yang sejajar dan
setara sebagaimana komunitas muslim lainnya. Atas pendapat inilah, kaum
dzimmidisebut sebagai kaum nomor dfa.

3 Must admin

Secara bahasa kalamu s t arempakad bentuk s mi (pélaku) i |

dati kata kerja s t a OKata miaseakar dengan kasananayang berarti
aman. Dengan demikian, katas t a Ghmaxrgaa ndung pengerti an
j ami nan keamanano, dan orang yang me r

mu s t a dMemurat. pengertian ahl figh, adala orang yang memasuki

lain dengan mehalaﬂl keamanan dari

uslim maupn harbiyun.Menurut atDasuki ant
mu 6 a mamg@unyai pengertian yang sanMu 6 a adalah orang nen
Muslim yang memasuhllayaﬂar ’a t b. Madalah ar@nyg iyamg

memasuki wilayaldar al-Islam sebagai utusan perdamaian., anggotasorp

intah setempat,

st adami n

diplomatik, pedagang/investor, atau oramgng yang berhijrah. Mereka
yang menetap diar al-Islamdapat berubah status menjadimmimelaluli

perjanjian yang dibuat dengan pemerintgiam®’

® M. Alifudin Ikhsan Figh Ham dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi di
IndonesiaJIPPK, Vol. I, No 1. Juni, h. 37.
” Muhammad IgbalFigh siyasahKontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Ibich. 276.



Sementara pendapat lain mengatakam, s t aablatah warga negara
nonmuslim yang memasuki negarslam dengan amaff Musta'min
Adalah oranduar yangmasuk le negaa lain dengan izirmasuk(al-aman),
baik Muslim ataukafir harbi Jika seorang Muslim masuk ke Darul Harb /
Darul Kufur, dia tidak dapamnengambil harta kafir di Darul Harb tersebut,
misalnya dengan mengambiagsarigal) atau merampasal-ghashab.
Penyebab, seorang Muslim yang ikut dengan perjanjian yang Dia lakukan
(al Muslim 'inda syurutihimn Biarkan seorang Muslim boleh masuk ke
Dard Harb, seorang kafir harbi juga boleh masuk ke dalam Daulah
Islamyah. Rasulullah saw. Telah memberikan Jaminan keamanan kepada
kaum kafir pada saat Fath Makkah. Rasulullah saw. bersabda (yang berarti,
"Siapa saja yang menutup pintu, maka berarti dia anfie®. Muslim) ®°

ahmu st aj@gﬁp' ﬂakan untuk ora am dan
ah immiyang memasuki wWayahdar al-harb den endapat izin
dan jaminan keamanan dari pemerintah setentait.ini diakui selama
mereka hanya meneta mentarafmpattersebut dan kentdmlidke
Islamsebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap Muslim,
selama ini tidak murtad. Bila murtad, maka ia menfedbiyun.Sementara
itu, ahl al-dammiyang menetap lama dar al-harb berubah status menjadi

harbiyun’®

8 M. Alifudin Ikhsan Figh Ham dan Hak Kebebasan Beribadainoritas Dzimmi di
Il ndonels.B6a €. ,
® Kafir Harbi, Must ad mihtps/medaumnatretd/kafitharbDz i mma h ,
Y dza (U |-darvaklykdzimmal diakses pada tanggaMei 2019.
“Muhammad IgbalFigh siyasahKontekstt a | i sasi Dokt rh 276.Pol itik 1sl a




4. Harbiyun
Kata harbiyunberasal darharb,b e r ar t i Aperango. Kat a
untuk pengertian warga negadar al-harb yang tidak menganut agama
Islam dan antara negarkslam dan dar al-harb tersebut tidak terdapat
hubungan diplomatik*
Sementar&afir Harbi adalah setiap orang kafir yang tidak tercakup di
dalam perjanjiandzimmah kaum muslim, baik orang itk a f i r mubéahi d
ataumu s t adiampgumbukak a f i r dawkéaafhiird mDitnaua 6 mi n .
dari aspek hukumkafir harbi dibagi menjadi dua, yaitkafir harbi
hukman artinya secarae jure(secara hukumiafir harbi, dankafir harbi
f i Oadtaakafir harbi hagigatan(de facto) yakni orangrang kafir yang
tengah bergrang/memerangi kaum Musliffi.

C.P uan Hukum 'Iﬁda. Na Negara Asi m Figh

siyas

Sejarah hak warga negara di daldstam sudah berlangsung ketika
manusia ini suda$ oleh AIMnjadi khilafah di muka bumi
ini. Perkembangan perpolitikan di dalamslam terjadi pada saat Nabi
Muhammad SAW diutus Allah SWT untuk menyampaikan risilga kepada
umat manusia agar berkehidupan dengan cara yang baik dan benar. Peristiwa

ketatanegararslam yang memang khusus mengkajerpbahasan hatkak

warga negara di dalartslam terjadi pada saat adanygiagam Madinah.

" bid, h. 278.

2 Ahmad Hidayat, Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Stssah, Vol VI, No 2,
Format Hubungan Internasional dalam Konstruksi Huklgtam (Figh Diplomatik pada Masa
damai),September 2016, h. 277.



Dokumen Piagam kidinah merupakan sumber ide yang mendasari negara
Islampada awal pembentukannya, dokumen ini telah diakui ot&htik.
Bagi Miriam Budiharjo stratégyang dilakukan Nabi dalam ilmu politik
telah menunjukan bukti kekuasaan politik berfungsi mengawasi, menertibkan
dan mengatur hubungan manusia dalam masyarakat tanpa adanya dominasi
kekuasaan terhadap suku, ras tertentu dalam kehidupan bermas{afgiat.
yang dikatakan Miriam Budiharjo, sejalan dengan pandangan Nurcholis
Madjid bahwa manusia hidup dalam suasana kerjasama antagonistis, penuh
konflik dan persaingan. Adanya aturan tentang hubungan antar sesama manusia
sekalipun terkesan ada unsur pemaks&éajoannya adalah untuk kebaikan
bersama umat manusia sekaligus menjadi pedoman hidup manusia fodern.
Hubungan antar sesama masyarakat dalam sebuah kekuasaan politik

lam sebuah k(ﬁ ‘ar egataefiship sa

pada inan, bukan berdasarkan wilayah teritorial. Se

be

n kriteria warga
negaranya berdasarkan agama/keyakinan, tidak bésiamm melarang warga
non muslim berdmwah kemPenerimaan warga non
muslim yang berdomisili di wilayatslam sangat terkait dengan konsep negara

yang bersifat teologis. Jadi identitas warga negara didasarkan pada agama,

> Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undargdndang Dasar 1945: Kajian
Perbandingan tentang Dasar HidupeBama dalam Masyarakat Mapuk (Jakarta: UlPress,
1995), h. 36.

* Miriam Budihardjo,Dasardasar llmu Politik(Jakarta: Gramedia, 1989), 38.

S Nurcholis Madjid,Agama dan Negara dalafslam Telaah atasFigh siyasahSunni dalam
Kontekstualisasi Doktrifslamdalam Sejaral{Jakarta: Paramadina, 1995), 590.



bukan wilayah teritorial seperti yang dipahami dalam konsep negara bangsa
(nation-state.”

Sebagai perwujudan dari bentuk kesepakataasyarakat yang telah
membuat kontrak sosial untuk membangun sebuah sistem pemerintahan, segala
konsekuensinya semua masyarakat selalu taat dan patuh menjalankek hak
mereka sebagai warganegara. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan
Islam terdapatbeberapa istilah sebagai identitas warganedsiam yaitu
Muslim,z hi mmi , Must aémin.

Istilah mu s t ajd@gandapat digunakan untuk oraoanglslam dan ahl
al-dzimmi yang memasuki wiayaldar alharb dengan mendapat izin dan
jaminan keamanan dapemerintah setempat. Hal ini diakui selama mereka
hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembdrkal-Islam

izinnya habis. Sﬁyigﬁangkutan masi

dia ti urtad. Bila murtad, maka ia menjadrbiyun.S

se uslim, selama

tara itu,ahl
al-dzimmi yang menetap lama ddar akFharb berubah status menjadi
harbiyun’®

Namun demikian, jikanu s t aitd selorangkafir harbi yang masuk ke
negerilslam, dia tidak boleh tinggal di sana selama satu tahun. Jadi, izin masuk
(al-amar) hanya diberikan misalnya untuk satu bulan, dua bulan, atau lebih di
bawah satu tahun. Hal ini karena seor&agby dibiarkan tinggal didar al-

Islamtanpa ditarijizyah Padahajizyahdipungut satu tahun sekali. Mungkin,

® Ahmad Yani Anshorilslam dan Negara Bangsa di Indonesia dalam Antoltgjam
(Yogyakarta: Program Studi Hukulslam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 210), 249.
""bid, h. 249.
8 Muhanmad IgbalFigh siyasahKontekstt a | i sasi Doktr h.276Pol i ti k 1sl a



maksimalharby, boleh thggal tanpgizyah selama satu tahun. Jika dia tinggal
lebih dari satu tahun, dia berhak memilih akan tetap tinggal dan membayar
jizyah atau keluar dardar al-lslam Jika dia membayajizyah berarti dia
menjadi ahl al-dzimmahatau warga negara khilafaiika dia keluar akhir
tahun, dia tidak wajib membayjpzyah "

Hukum orangmu s t ap@adai dasarnya sama dengan hukaihh al-
dzimmah.Jika dia membutuhkan pertolongan, misalnya jiwanya terancam,
negara wajib melindunginya. Jika melakukan kejahatfia, akan dikenai
hukuman yang disetujuahl aldzimmah,kecuali hukuman peminurkhamr.

Hal ini karenadar al-Islamadalah tempat yang menerapkannya hufuwkum
syari 6at terkait tanpa Istamlahl&-dzimmdhy!l u, b a
maupunmu s t a & mjaran Islam membolehkandar aklslam menerima

an neiMuslim urﬂufiﬂminan keaman sarkan surat

atTa ayat 6, yaitu sebagai berikut:

G000 q 0Al égrexw i #ip 682 B 5 e Ejg
Sed IS v SRS ¥ B8 AER

Artinya: Dan jika seorang diantara orangrang musyrikin itu meminta
perlindungan kepadamu, Maka lindungilah supaya ia sempat
mendengar firman Allah, Kemudian antarkanlah ia ketempat yang
aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak
Mengetahui(Q.S. atTaubah(9): 6) 5!

Berdasarkan ayat ini, permohonan orang musyngrbiyun untuk

mendaptkan jaminan keamanan dar al-lslam harus dikabulkan. Keamanan

®Kafir Har bi, Mu st a d mi https:/mddamumat.Aetvd/kafitharbD z i mma h ,
Y dza {0 I-danvaklykdzimmah diakses pada tanggal 9 Mei 2019.
80 .
Ibid

8 Departemen Agama RA-Qur 6an dan Té&rm§7lemahnya é.



ini meliputi keselamatan diri, harta, transaksi yang dilakukannya, bahkan
keluarga mereka juga. la tidak hanya dibolehkan menetagardial-lslam,
tetapi juga melakukan hubungan muamalah dengmatislam serta saling
tolong menolong. Dengan jaminan ini, mereka tidak dibebankan membayar
jizyah Jaminan keamanan untuk mereka berlaku sesuai dengan masa yang
ditetapkan dalam perjanjian dengalar allslam Na mu n mazhab Syaf
membatasi masa am#dak melebihin empat bulan, selamau s t atérssbutn
bukan musafir dan utudan politik. Berakhirnya masa aman bagi mereka terkait
dengan berakhirnya dengan kepentingan atau urosars t aifu reéndiri.
Pembatasan masa aman ini dikhususkan hanya badakhksedangkan bagi
perempuan tidak dikaitkan dengan waktu tertéhtu.

Menurut mazhab Maliki, keamanan yang tidak dibatasi oleh waktu dengan

berakhir setelﬂelllvﬂasa empat bul

yang tasi waktu tertentberakhir sesuai masany.

se un keamanan

ama perjanjian
tersebut tidak dibatal kan. Mazhab Hanaf
aman maksimal mhun Bllea setahun, maka sit a 6 mi n
wajib membayaiizyah kepada pemerintalslam sebagaimana halnyhl al-
dzimmi.Sementara mazhab Hanbali memberi batasan waktu yang lebih luas

dan lama, yaitu empat tahun. Ahmad Ibn Hanbal merujuk pendapatnya
berdasarkan pada kenyataan sejarah bahwa para anggota korps diplomatik

memperoleh jamin keamanan selama tigeba empat tahuf.

82 Muhammad IgbalFigh siyasahKonteks ual i sasi Dokt hi2#. Pol i ti k | s
8 bid, h. 277.



Keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai
bangsa di dunia ini telah ada sebelum ajasiam datang. Keinginan ini
terwujudkan dalam berbagai perjanjian antar negara serta adat kebiasaan.
Keduanya, yaitu @rjanjian dan adat kebiasaan internasional, menjadi dua
sumber terpenting dalam hubungan damai antara negara masa itu. Walaupun
demikian, gejala hubungan antara negara yang sering terjadi pada saat itu lebih
banyak ditandai oleh peperangan. Perang mesgdacam olah raga tahunan
bagi sukusuku bangsa tertentu. Dalam keadaan demikian, perang menjadi
dasar hubungan di antara mereka. Setiap negara yang ada selalu dituntut untuk
senantiasa mempersiapkan diri untuk berperang, baik dengan cara
mempersenjatai gakan ataupun membangun benteng perlindungan dari
serangan must.

ara berbagai peﬂalyﬁda di dunia ini

pera yang terdahulu akan memberikan pengaruh

astikan bahwa

a peradaban yamg
datang kemudianDengan demikian, maka kebudayabktam memberikan
pengaruh kepad@n baratmg kemudian. Selain sentuhan
sentuhan budaypada waktu damai, terutama dengan melalui perguruan
perguruarislammasa itu, seperti sentuhan budaya aritdean danBarat pada

waktu perang, yaitu pada peran salgtampada waktu perang memperkenalkn

perilakuperilaku dan keperwiraan muslim di dalam perang, baik terhadap

8 H. A. Djazuli, Figh siyasah Implemntasi Kemaslahatan imat @lam Rambtrambu
Syar i thalBrig. ,



musuh, terhadap tawanan perang dan pHpsifsip serta tata cara dan etika
perang dalanslam®
. Ketenagakerjaandalam Pandanganlislam

ManusiadiciptakanAllah SWT., sebagaiKhalifah di muka bumi untuk
mengatudanmemanfaatkasertamengeksploitassegalanacamsumberdaya
alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal ini
tentunyamenuntutadanygperandantanggungawabmanusiauntukmengelola
dan memanfaatkaisumberdayaalamtersebutDalam upayamengoptimalkan
fungsi, perandantugasnyaAllah SWT memerintahkamgarmanusiaberusaha
semaksimal mungkin untuk dapat merubah dan meningkatkan serta
memperbaikitaraf hidupnyadi dunia.Perintahtersebutdapatdipahamibahwa
setiapmanusiawajib menjaditenagakerja yang produktif, dan bekerjauntuk
m I kebutuhn hidupﬂa', Nga maupun ke manusia
lainn

Secaraalami manusiaakan terdoronguntuk mencurahkartenagauntuk
menghasilkanharta yang a diguna untuk menyambunghidupnya.
Kebutuharkebutuhan manusia itu sangat beragam dan tidak mungkin
terpenuhidengarmengisolasdiri dari sesamanyégarenaitu dalamkehidupan
seseorangdalam masyarakat(society) akan terjadi saling menukar hasil
tenaganyadengantenagaorang lain. Atas dasarinilah makaindividu yang
hidup dalam masyarakat akan mencurahkan tenaganya dalam rangka

menghasilkarhartauntk bisalangsungdihabiskandanditukar, bukansekedar

% |bid, h. 184185.
8 SumitroDjoyohadikusumoEkonomiUmum(JakartaPT Pembangunari,999),h. 31.



menghabiskatenaganyaecardangsungsebabkebutuhannydanyakdandia
membutuhkarhartayangtidak dia miliki sertamembutuhkarpemenuhardari
tenagaoranglain secardangsungmisalnyapendidikandankesehatatf

Seberapapuhkuat danperkasanyaeseorangenagayangdihasilkantidak
akan mungkin cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya
bagaimanapurbentuk dan ragamnya karenamanusiaadalahmakhluk yang
memiliki keterbatasanyang memang tidak mungkin memenuhi semua
kebutuhannyaengartenagaertentu,melainkanharusbergantungadatenaga
oranglain 8

Konsep keterpakasaaamenuntutmanusiasebagaimakhluk sosial yang
tidak bisa untuk hidup sendiri dan membutuhkanbantuandari orang lain
berupatenagadan waktu, oleh karenaitu dalam Islam timbul satu aturan

erjasamayang dw clnﬂrah yaitu transa

atyang mengaturtentanghak dan kewajibans

tra

dan

hukumterhadagberbagapihaktermasukkepadapekerja®
Dalamajarans y a rlh aet:araﬂm manusiapadadasarnyaadalah

merupakammakhluk pekerja,sekaligusmakhluk pembangunsehinggaitulah

erlindungan

bekerja atau beramal saleh dalam ajaran Islam adalah merupakansuatu
kewajibanyangmutlak yangharusdilakukanoleh setiapmanusia Akan tetapi
bidangpekerjaartersebuthendaklahmendatangkakemaslahatabagi seluruh

makhluk.Berdasarkarnal ini, makalslam memandangspekketenagakerjaan

87 Tagiyuddin An-Nabhani, SistemEkonomilslam (Jakarta:Hizbut Tahrir Indonesia,2012),
h.103.

% bid

8 AhmadWardiMuslich, Figh Muamalat(JakartaAmzah,2013),h. 316.



adalah merupakanaspek yang sangat penting dalam rangka mewujudkan
kehiduparbahagiadi duniadanlebih khususdi akhirat®

Islam mewajibkansetiap muslim khususnyayang memiliki tanggungan
untukbekerja.Bekerjamerupakarsalahsatusebalpokokyangmemungkinkan
manusiamemiliki harta kekayaan. Pada saat sekarangini sangat banyak
berbagai macam pekerjaanyang dapat dilakukan oleh masyarakatsesuai
dengarkeahliannyanasingmasing.Apapunbentukpekerjaardapatdilakukan
seseoran@salkantidak menyalahisyariat Islam Salah satu pekerjaanyang
dapatdilakukanyaitu menjadikaryawanpadausahaair minum danmenerima
upahdari pekerjaartersebut

Nabi MuhammadSAW mengusahakasebuahprogramuntuk emansipasi
dan kesejahteraampara budak. Meskipun yang dilakukan Nabi Muhammad

ahararahan sedﬁuale rnyanengenaiha

terma akhakburuh atau tenagakerja yang disebutkan

Al-Quran,

Hadistbahkanhak asasmanusiagd HAM). yangadadalamAl-QurandanHadist

tersebut sudah mmlam kmﬁqh. Adapun hakhak

tersebunatardain:*?

1. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkankebebasan, hak untuk
mendapatkaperlindungardankehormatamamabaik.

2. Hak bebasmemilih agamahak untuk bebasberfikir dan berbicarahak atas

jaminansosial.

% Abdul Muin Salim, Konsepsi Kekuatan Politik dalam Islam (Jakarta: IAIN Syarif
Hidayatullah,1989),h. 149.

°1 Sayid Sabig,Figih SunnahBandungAl-Ma 6 a1998)th, 15.

92 FordebiAdesy, Ekonomidan Bisnis|slam (JakartaRajawaliPers,2016),h. 232



3. Paraburuhharusmendapatkanpahyangsemestinyalanhidupyanglayak.

4. Buruh juga tidak dapat diberikan pekerjaan melampaui batas
kemampuannya.

5. Buruh juga harusmendapatkamantuanmedisjika sakit dandibantubiaya
perawatan.

6. Pengusahdarusdiberikan doronganuntuk menafkahkarnsedekahmereka
padaparapekerjadananakanak.

7. Pengusahamembayarganti rugi kecelakaanyang cukup selamadalam
bekerja.

8. Buruhwajib diperlakukardengarbaik.

9. Buruhharusmendapatkahakpersamaadankedudukan

Dalam sebuahlingkungan pekerjaanhubungankerja antaramajikan dan

sdijaga dengarbﬂ\elarﬁdiantaramajika uhtidak

terjdi ngan baik maka akan terjadi konflik dalam s hubungan
pekerjaan.Islam menghubungkarkeduanyadalam jalinan persahabatawlan
persaudaraan:lengancara&ebutma@ak akan terjadi benturandalam

kepentinganmasingmasing. Di dalam sebuahlingkungan pekerjaanmaka

bu

sangadibutuhkanadanyarasasalingpercayaniat yangbaik danmenghormati
hakhak orang lain.*®* Hak-hak pekerjayang wajib dipenuhi oleh pemberi
pekerjaaradalahsebagaberikut®

1. Pekerjaberhak menerimaupah yang memungkinkanbaginya menikmati

kehiduparyanglayak.

9 Rahman Afzalur. Economic Doctrines of Islam Terj. Soeroyo Nastangin,i Do k t r i n
Ekonomilslamd (Yogyakarta:DanaBhakti Wakaf, 1995).h. 391-392
**Ibid, h. 392



2. Pekerjatidak bolehdiberi pekerjaaryangmelebihikemampuarisiknya.
3. Mereka harus diperlakukandenganbaik dan sopandan dimaafkan jika
merekamelakukarkesalaharselamabekerja.
4. Pekerjaharusdiberi bantuarpengobataryangtepatjika sakitdanmembayar
biayapengobataryangsesuapadasaatitu.
5. Merekaharusdibayardenganganti rugi yang sesuaiataskecelakaarnyang
terjadidalampekerjaan
Majikan bertanggungawabmenjaminkepastiarkerja bagiparapekerja®
Karena kekayaanyang merupakanhasl kerjasamaantara pekerja dengan
majikan itu diakui oleh Islam Akan tetapi, posisi pekerjatermasuklemah
karenakepentingannyaeolaholah terancanoleh kepentingarmajikan. Maka
Islam memberikanperhatiankhususuntuk melindungihakhakpekerjadengan
ad inanpekerjaar® b I A
ut M.Quraisy Shihabdalambukunya tafsir Al-Mis enafsirkan
maksud dari ayat tersebutyaitu Allah telah membebankarkaum lelaki dan
wanita denganberbagaipek€rjaanMa masingkeduanyatidak boleh iri
terhadap apa yang telah dikhususkan bagi yang lainnya. Allah telah
mengkhususkarbagi yang lainnya. Allah telah mengkhususkarpekerjaan
pekerjaarrumahbagi kaumwanita,dampekerjaarpekerjanberatdiluar rumah
bagi kaum lelaki, agar masingmasingdapatmenekunipekerjaannyssendiri
dan mengerjakan kewajiban dengan ikhlas hendaknya masingmasing

memohon pertolongan dan kekuatan Rabbnya dengan melaksanakan

% bid, h. 113.
% Rahman Afzalur, Economic Doctrines of Islam, Terj. Soeroyo Nastangin,fiDo kt r i n
Ekonomil s | & nhp389



pekerjaanyang dibebankarkepadanyaDan janganiri hati terhadapapayang

dibebankarkepadapihak lain. Termasukkedalamlaranganini adalahiri hati

terhadap segala perkara yang sifatnya Khilkiyyah (ciptaan), seperti akal

keindahankarenatidak adagunanyairi hati terhadapnyals orangyangtidak

diberi hal itu. Tidak termasukkedalamlaranganini adalahperkaraperkara
yang menyangkutmata pencarian karenaseseorangliuji untuk melihat apa
yangtelahdiperoleholeh oranglain, lalu berangarangansepertimerekaatau
lebih baik padanyalengarberusahalanbersunggufsunggut?’

Hak dari pihak yang satu merupakansuatu kewajiban bagi pihak yang
lainnya, adanyakewajibanyang utamabagi majikan adalahmembayarupah.
Upah yang diberikan kepadaseseorangelain seharusnyasebaning dengan
kegiatankegiatanyang telah dikeluarkan,seharusnyaukup juga bermanfaat

nuharkebutuhaﬂpl/aﬂajar. Dalam hal i

perbe ingkatkebutuhardankemampuarseseorangtau

karena

arenafaktor

lingkungandansebagainya®

Upah adalahmg diterimakandalam bentukuang
sebagaimbalandari pengusahataupemberikerja kepadapekerja/burutyang
ditetapkandan dibayarkanmenurutsuatu perjanjiankerja, kesepakatanatau
peraturar’. Menurut Dewan Penelitian PerupahanNasional: Upah adalah
suatupenerimaarsebagakerjauntuk suatupekerjaarataujasayangtelahatau

akan dikerjakan, berfungsi sebagaijaminan kelangsungarhidup yang layak

9 M.QuraisyShihab,Tafsir Al-Misbah (JakartaienteraHati, 2006),h. 416.

% G. KartasaputraHukumPerburuhanDi IndonesiaBerlandaskarPancasila(Jakarta:Sinar
Grafika,1994),h. 94

% DepartemerPendidikanNasional, KamusBesarBahasalndonesia(KKBI) (Jakarta:Balai
Pustaka2003),h. 1250.



bagi kemanusiaardan produksi, dinyatakanatau dinilai dalam bentuk uang
yang ditetapkammenurutsuatupersetujuanyndangundangdanperaturardan
dibayarkanatas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima
pekerja®

Seorangmajikan Muslim tidak dapatdikatakanorangyangberiman jika
niatnya sematamata mencari keuntungandalam industrialisasi. Sebaliknya
seorangmajikan Muslim dapatdikatakanorang yang berimanjika dia lebih
mengutamakankebaikan masyarakattermasuk orangorang yang bekerja
dengannya.Karena semangatberbuat baik dan cinta kepadasesamayang
diajarkanislam telahtumbuhdalamjiwa orangorangyangberiman.Perhatian
majikan terhadappekerjanyatidak hanya pada upahnyasaja. Akan tetapi

majikan juga harus memperhatikan kesehatanserta kesejahteraanpara

pe dan berusahaaﬂel'rjﬂapatmerasapu kungan

perus nny&:

Kewajiban para pekerjajuga harusjelas supayamerekadapat bekerja
dengan sebagimanamest ; Adapuﬁjadi kewajiban pekerja
yaitu:*%

1. Mengerjakansendiri pekerjaanyang adadalam perjanjiankalau pekerjaan
tersebumerupakarpekerjaaryangkhas.

2. Benarbenarbekerjasesuadengarnwaktuperjanjian.

3. Mengerjakarpekerjaardengartekun,cermatdanteliti.

100 y/eithal Rivai, Islamic Human Capital Dari Teori Ke Praktik ManajemenSumberDaya

Islam (JakartaPT.RajaGrafindoPersada2009),h. 799.

101 33lim, J.T. BisnisMenurutlslam Teori Dan Praktek(JakartaPT Intermasa2002),h.110
1921 ubis, SuhrawardK. HkumEkonoomislam (JakartaSinarGrafika, 2004).h. 154



4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk
dikerjakan, sedangkanjika bentuk pekerjaanberupa urusan hendaklah
mengurusirusantersebusebagaimanmestinya

Perlindungarterhadapburuh sebagaimangangtelah diatur dalamIslam
sangatlahjelas dan mengedepankarmrinsip kesetaaan dan keadilan bagi
seluruhumat manusiatermasukburuh atau tenagakerja. Perlindunganyang
diberikanlslam kepadaburuh atautenagakerja yaitu bemupalaranganadanya
penindasanatau kezhalimanyang bemupa diskriminasi serta menganjurkan
pemberiarperlindungarterhadaphak-hak buruhatautenagakerjasepertiyang
terdapatdi dalam Al Quran dan Hadist yang kemudiandirumuskandalam
kaidahkaidahfigih.**®

. Tinjauan Pustaka

an Pustaka merﬂarrﬂyang memuat u

tenta sil penulisan terdahulprdliminary reasearch t

cara sistematis

g persoalan

yang akan dikaji dalam skripsi.

helusuraﬂl perpustakaan UIN Raden Intan

Setelah melakukan
Lampung, penulis belum menemukan judul yang sama. Namun melalui
penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah,
penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara
lain:

1. Muslimah dari Universitas Islam NegeByarif Hidayatullah Jakarta,

Fakultas Syariah Dan Hukum, Program Studi lImu Hukum, dengan judul

1031pid, h. 233.



s k r ilmppementasi Pembatasan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing
Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor 286 Rdt.SusPhi/2013 . Latar belakang
skripsi tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt.Sus
PHI/2013yangmerupakan putusan dalam perkara perselisihan hubungan
industrial terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak antara
Stephen Mibael Young, Warga Negara Australia dan PT. Siemens
Indonesia. Pada perkara tersebut, Stephen tedkérja di PT. Siemens
Indonesia secara kontinu selama 13 (tiga belas) tahun. Dan juga
Employment Agreementersebut juga mensyaratkan adanyanasa
percobaarselama 3 (tigapulan. LaluPT. Siemenguga mempekerjakan
Stephen dari tahun 1999 s/d 2001 tanpa adanya perjanjian kerja sehingga

ihan timbul ketiﬂS‘nﬂndoneSia mela emutusan

kerja secaraepihak kepada Stephbtichael Y

Berdasarkan_latar belakang dan pembatasan magaladp telah
dijabarkan sebelumn yakni nya Implementasi Pembatasan
Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia StuHasus Putusan Mahkamah Agung
Nomor 286 K/Pdt.SusPHI/2013, maka dapat dirumuskan permasalahan
dalam penelitianini yaitu bagaimana pembatasan hukum Tendgaa
Asing terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Siemens

Indonesia dan bagaimana pelaksanaan pembatasan hubungafKiéerja



berdasarkan Undadgndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

Tinjauan Umum Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam
Hubungan Kerja Wakt'ertentu Pembatasan Tenaga Kerja Asing (TKA)
dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui penan, dimana pemberi kerja
yang inginmemperkerjakan TKA wajib memilki izin tertulis dari menteri
atau perjabayang ditunjuk, penggunaan TKA hanya sebatas pada jabatan
tertentu,yaitu melalui penentuan syarat standar kompetensi yang hanya
jabatan yangmemiliki syarat keahlian dan keterampilan yang diizinkan
diduduki oleh TKA, dan penggunaan TKA hanya pada hubungan kerja
104

waktutertentu.

2. Saputri Ratu Penghuni dari Universitas Bandar Lampung, Fakultas

Program Stwhiul.uﬁttanegara, den wlpssk

anaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing inas Tenaga

Kerja Kota Bandar Lampury . Latar belakang dari skr
Tenaga Kerjam yang @rovinsi Lampung banyak

yang tinggal di Kota Bandar Lampung dan yang menggumdenaga

kerja asing tersebut tentunya sudah memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat bekerja diperusahaan yang
mengajukan izin penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia khususnya

di kota Bandar Lampung. Izin memperkerjakeenaga kerja asing

YMuslimah, @l mplementasi Pembat asBardasatkanbungan K
Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 286
K/Pdt.SusPhi / 20130. (Skripsi Fakultas Syariéah dan H
2016), h. 83.



(IMTA) dalam hal perpanjangan diberikan oleh direktur atau gubernur
atau bupati/walikota, melalui dinas tenaga kerja, maka dalam hal ini dinas
tenaga kerja Kota Bandar Lampung mempunyai tugas dalam hal
perpanjangan dan tentunya tentanggaavasan tenaga kerja asing yang
bekerja selama ini di Kota Bandar Lampung.

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut bagaimanakah
pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asialj Binas Tenaga Kerja
Kota Bandar Lampung dan apakah faktor penghambat dan pendukung
dalam Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Bandar
Lampung.
Prosegelaksanaapengawasaketenagakerjaayangdilakukanoleh

naga kerja koteﬁd' I ung terhadap per

nakantenaga kerja asing yaitu melalui p
memperkerjakarTenagakerja Asing (IMTAi EadaDinas TenagaKerja
Kota BandarLampung.hor—faktor gngambatlalampemberiarizin

MemperkerjakanrenagaKerja Asing (IMTA) padaDinas TenagaKerja

rian izin

KotaBandarLampungantaralain:

a. Pihakpenggunal KA lalai,dengarsengajaidak mengurugperpanjangan
Izin Memperkerjakamenagaerja Asing (IMTA).

b. Kurangnya kordinasi antara kantor imigrasi yang menerbitkanizin

tinggal dengan DisnakertransProvinsi Lampung atau Depnakertrans



sebagaiinstansiyang mengeluarkarnizin memperkerjakarienagakerja
asing.
c. Lemahnyapengawasadan pengendaliamleh Dinas TenagaKerja Kota
BandarLampungterhadapTKA yangadadi kotabandadampung.
d. Belumoptimalnyaprogramsosialisasyangdisebabkanidak tersedianya
anggarardari depnakertran¥?®
3. Abharina Atikah Sari dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang
Fakultas llmu Sosial Dan limBolitik, Jurusan lImu Pemerintahan dengan
judul Belkgawapas iTendga Kerja Asing di Kota Cilegon L at ar
belakang dari skripsi tersebut yaitu Kedatangan Tenaga Kerja Asing
mempunyai kemungkinan dampak negatif apabila terjadi pelanggaran
terhadap dokumen ketegakerjaan, izin tinggal, visa, atau ketentuan
ngan lainnya. ﬂwg‘aﬁwlukan pengaw. ng efektif dari
Pemerintah Daerah. Karena jika tidak dilakukann ngawasan yang
efektif maka dikhawatirkan akan terus terjadi penyimpangan atau
pelanggaan olmerja Asmcnegon. Dari uraian diatas
dapat disimpulkan bahwa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai fAPengawasan Tdrndegaonkerja Asin
Rumusan masalah akanemberikan suatu arahan yang jelas untuk
mengadakan penelaahan, serta hasil analisis itu sendiri akan lebih nyata,
sehingga peneliti harus membatasi masalah yang akan dianalisis karena

dapat membantu memperjelas pengkajiannya. Sehubungan dengan itu

®saputri Ratu Penghuni . &lRegdAsikgOemRirmanTerRgangawas a
Kerja Kota Bandar Lampungo. ( Poltik WUnjpveysitas Bamdaru | t as | |
Lampung, Lampung, 2015), h. 81.



penuls merumuskan masalah sebagai berikut, bagaimana pengawasan
terhadap Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon.

Berdasarkan temuaemuan peneliti di lapangan dan hasil penelitian,
peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota
Cilegon dilakukan berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait dan
membuat tim pengawasan orang asing atau TimporagalResan
dilakukan dengan akurat dan tepat waktu serta menyeluruh dengan
mengawasi ke perusahaperusahaan yang memiliki Tenaga Kerja
Asing. Adapun biaya untuk melakukan kegiatan pengawasan yang
diperoleh dari APBD dan adanya pendapatan yang diperolerett@yusi
izin tenaga kerja asing. Namun dalam pengawasannya masih dikatakan
belum maksimal, hal ini dikarenakan berbagai faktor diantaranya yaitu,

ya sumber qﬂarllswng memadai,

pe as dalam Timpora belum memadai karenati@disifiStansi hanya

petugas

diambil 2 orang untuk pengawasannya, sedangkan jumlah Tenaga Kerja

Asing di Kota Cilegorimsyang har%ercatat pada tahun 2016

sebanyak 1240 TKA. Sehingga terdapat ketimpangan antara jumlah

pengawas dengan jumlah Tenaga Kerjangsiyang ada di Kota

Cilegon®

Maka dengan demikian dari beberapa skripsi di atas, terdapat perbedaan
dengan skipsi yang sedang saya bahas. Skripsi yang saya teliti membahas

tentangprosedur penggunaan tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden

198 Abharina AtikahSari. fiPengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilégéiakultas 1lmu
Sosial Dan lImwPolitik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2018), h. 84.



Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asitey melihat

bagaimana perspektif Islam memandang hal tersebut. Dalam skripsi ini

dijelaskansebagai berikut:

1. Prosedur penggunaan tenaga kerja asing meReraturan Presidddomor
20 tahun 2018entang penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam pasal 10
yang berbunyisetiap gmberi Kerja TKA yang menggunakan TKA harus
memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang
disahkan oleh Menteri atau pejabat yang mitlkh, dan sedikitnya memuat:
alasan penggunaan TKfgbatan dan/atau kedudukan TKA dalamulstur
organisasi perusahaan, jangka waktu penggunaan TKA,pdaunjukan
tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.

2. Prosedupenggunaan tenagrja asingnenurut Peraturan Presiden Nomor

un 2018entang ﬂg'a«naga kerja asi

de hukum Islam, sebab ahlam siyasah dauliyahi

ntangan

must aodomin
juga dapat digunakan untuk oraagang Islam darahl al-dzimmiyang
memasuki wiayaldar al dengarfdapatizin dan jaminan keamanan

dari pemerintah setempat. Hal ini diakui selama mereka hanya menetap
sementara di tempat tersebut dan kembalil&eal-Islam sebelum izinnya

habis. DalamPeraturan PresideNo 20 Tahun2018 juga demikian, TKA

yang masuk ke Indonesia harus mendapat izin terlebih dahulu, apabila

izinnya habis bisa diperpanjang atau kembali ke negara asalnya.
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